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Penyelenggara WBS

Administrator System;

Verifikator; Penelaah;

Penyelenggara pejabat struktural dan

pejabat fungsional yang ditunjuk

berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

DPR RI.
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Whistleblowing System adalah aplikasi yang

disediakan oleh Inspektorat Utama bagi

saudara yang memiliki informasi tentang

dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan ingin melaporkan

informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal

DPR RI.

Unsur Pengaduan:

1.Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi

2.Dimana perbuatan tersebut dilakukan

3.Kapan perbuatan tersebut dilakukan

4.Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

5.Bagaimana perbuatan dilakukan (modus, cara)

Barang Bukti

Data/dokumen; Gambar; dan/atau Rekaman.

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab

terhadap seluruh kegiatan

penyelenggaran WBS dan menjamin

kerahasiaan identitas Pelapor

Setiap warga negara berhak menyampaikan

pengaduan (whistleblower system) adanya

indikasi tindak pidana korupsi dalam

penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pengaduan disampaikan melalui

whistleblowing system Sekretariat Jenderal

DPR RI. (http//ittama.dpr.go.id/wbs)

PENGERTIAN
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1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

2. Meningkatkan sistem pengawasan internal

3. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam menyampaikan

laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

ini meliputi penanganan Pelaporan dan penyelenggaraan WBS di

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Pasal 3 dan 4

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
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Setiap Pegawai dan Masyarakat

berhak menyampaikan pelaporan

dugaan adanya tindak pidana

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

yang dilakukan oleh Pegawai

disampaikan melalui WBS

Sekretariat Jenderal DPR-RI.

(http://ittama.dpr.go.id/wbs/input)

ISI

1. IdentitasTerlapor

2. Para Pihak yang 

terlibat

3. Waktu dan 

Tempat Kejadian
BUKTI

1. Data/Dokumen

2. Gambar/ 

Rekaman

3. Bukti Lainnya

http://ittama.dpr.go.id/wbs/input
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ALUR PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT
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https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA

https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA
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• Diterima oleh Admin 
untuk selanjutnya
diberi nomor register 
dan disampaikan
kepada

• Verifikator.

ADMINISTRASI

• Verifikator
melakukan verifikasi
aduan

• Disampaikan kepada
Penelaah

VERIFIKASI
•Mempelajari dan mengkaji

•Melaporkan kepada
Ketua/Wakil Ketua.

•LAPORAN: Identitas
Terlapor, Uraian Dugaan, 
Analisis, Kesimpulan, 
Rekomendasi

PENELAAHAN

KETUA/WAKIL KETUA

IRTAMA

SEKJEN DPR-RI

MEKANISME PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

ADTT
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Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi

tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretaris

Jenderal dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) untuk melakukan Audit dengan Tujuan

Tertentu.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan Audit

Dengan Tujuan Tertentu dan disampaikan kepada Sekretaris

Jenderal

Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi atas hasil

laporan audit dengan Tujuan Tertentu kepada penegak hukum

untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

TINDAK LANJUT PENGADUAN
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